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Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasa1 74 ayat (2), (4). (5) dan (6)
Terhadap Undang-undangDasar 1945.

KEWENANGANMAHKAMAH

a. Bahwa pasa1 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun }945 coUD 1945), pasa1 10 ayat (1) hurtif a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai inaria telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

PEMOHON.
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Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(UU Mlq, dan Pasa1 29 ayat
IT} huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehaldman coU 4812009j, yangmenyatakan sebagaiberikut:
Pasa124Cayat(I. ) UUD 1.945^
"Mahkomoh konstittisi herwenorig mengodili podci tingkot pertaino don terakhir
yon9 putusonnyo bersjfotj7nol untilk menguj'i undong-undong terhodop Undong
Undong DOSor. .."
PasaltOayattt) inurufaUUMK
"Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir
yangputusannya bersifatfinaluntilk:

o7. Menguji undong-undong tel'hadop Undong-Undong DOSor Negoro Republi^
Indonesia Tohun 1945':

Pasa129 ayat{t)hurufaundang-undang48/2009:
'MOhkomoh Konstitusi bemyenong mengodilipodo tingkot pertomo don terokhir
yang puttisonnyo bersjfotjinoluntuk:

o7. Mengi4ji Undong-Undong terhodop Undong-Undong DOSor Negoro Republik
Indonesia Tahun 1945, "

Pasa1 7 Undang-Undang Nomor 1.2 Tabun 201.1. tentang Feinbentiikan
Peraturan Perundang-undangan (salonjutnyo disebut UU 121 2011),
mengoti!r bohwo secoro hierorkis kedudukon UUD 1945 Iebih tinggi don
Undong"Undong. 01eh koreno iru, setiop ketentzion Undong-Undong tidak boleh
bertentongqn dengqn UUD 1945, Apobilo Leadqpqt ketoneiian dojom undong-
undongyong bertentongon dengon UUD 1945, inoko ketentuon tersebut dopot
dimohonkon untilk diuj'i melolui mekonisme penguj'ion undong-undong.
Korenonyo, ketentuon POS01 9 0yot (1) UU 121 2011 mengott, r bohw0, '(0010m
holsuotzi undong-undong didugo bertentongon dengon Undong-Undong DOSor
Negoro Republiklndonesio Tohun 1945, pengujionnyo dilokukon o1eh Mahkomoh
Konsti'rust';'

b. Bahwa Permohon Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusional
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Terhadap
UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo,

11. KEDUDUl<AN 11UKUM ILEGALSTANDINGjPEMOllON

I) Bahwa berdasarkan pasa1 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2003
tentang Mahkamah Konstitusibeserta penjelasannya sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat
mengajukan permohonan Fengujian Undang-Undangterhadap UUD 1945 adalah
mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang di
berikan o1eh UUD 1,945 dinigikan o1ehberlakunyasuatu Undang-Undang, yaitii:
a. Peroranganwarganegara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adatsepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yangdiatur dalamUndang-Undang;

c. Badanhukumpublikatauprivat; atau
d. Lembaga negara.
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2) Bahwa seiak putusan Mahkamah Konstitosi Nomor 0061PUU-1/1/2005 tanggal
3L Mei 2005 dan Putusan Mahkamah KonstitosiNomor 111PUU-V/2007 tanggal
27 september 2007, sertaputusan-putusanselanjutnya, Mahkamahberpendirian
bahwa 1<erugian hak dan/atau kewenangan konstitusiona! sebagaimana di
inaksud daiam pasa15T ayat(I) Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusihanis memenuhilimasyarat, yaitu:
a. Adonyo hokdon/otou kewenangan konstitusionolpemohonyong diberikon o1eh

UU01945;

b, Hok don/otou kewenongon konstittisionoltersebut o1eh pemohon dion990p di
rug^kan o1eh benakiriyo Undong-Undohgyong dimohonkon pengujionnya;

c. Kerugion konstitiisionol tersebut harus bersjfat spesjjik 11thusus) don akinol
atau sendok-a'doknya porensialyong menui'tit penoloron yong wojor dopot di
postikon okon tenodi;

d. Adonyo hubungon sebob"ok^^at (causal verbond) ontoro keru9io!I yang di
inoksuddon bermkunyo Undong-Undongyongdimohonkonpenguji^n;

e. Adonyo kernungkinon bohwo dengon dikobulkonnyo pemohon inoko kerugion
konstitusionolsepertiyong didoninon tidokqkon Qinu tidoklogitei7'ridi.

3. Bahwa Pemohon akan menjelaskan kedudukan hukum/legal standing Pemohon
sebagai Perorangan Warga Negara, yang menganggap hak konstitusionalnya
dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan
badakunya norma pasal dalam Pasa1 74 ayat (2), (4). (5) dan (6) UU N0 11
Tashun 2006tentangPemerintahanAceh yangdiujipada perkaraini, karena:
a. Sebagaiperorangan warga negara Indonesia yangmencalonkan din menjadi

Calon Bupati/ Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya yang di rugikan
dalam proses Pilkada di Aceh Barat Daya tahun 2017, dimana akinat
ken, gian dalamprosestersebut menyebabkan Pemohontidakmendapatkan
suara dalam pemilihan kepala daerah di Aceh Barat Daya dan kernudian
Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Agung sebagaiman
dimaksud dalam pasal yang di uji dalam permohonan ini. meinpunyai
kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, kernudia
Mahkamah Agung dalam Putusan N0 011SHP. KIP/20L7 yang menyatakan
bahwa permohonan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemnu bukan
merupakan kewenangan dart Mahkamah Agung, melainkan kewenangan
Absolut Mahkamah Kosntitusi sebagaimana di inaksud dalam ketentuan
pasa1157 UU N0 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU NO I Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah NO I tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dalam halini telah
meritmbulkan ketidak pastian hukum daiam hat pengajuan sengketa Pilkada
di Aceh, dimana pusal yang di ujijuga masih berlaku dan belum di cabut,
tetapi pasaltersebut tidak dapat di gunakan sebagaimana putusan MA di
atas . Sehingga, Pemohon dirugikan dengan herIakunya pasal yang di uji
tersebutyangtelah memberIkanhaksebagaiWargaAceh untokmengajukan
penyelesaian sengketa Pitkada di Mahkamah Agung, namun pasaltersebut
tidak dapat di gunakan di Mahkamah Agung sebagaimana puttisannya
tersebut diatas. Penolakan permohonan Pemohon di Mahkamah Agung
dengan landasan hukum pasal yang di uji telah meinbuat ketidak pastian
hukum bagiPemohon.

b. Menurut ketenttian Pasa1 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon meinpunyaihak
konstitrisional yang sama kedudukannya dengan warga negara Indonesia

^,,
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lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wailb menjunjung hukum
dan peruerintahan lindengantidakadakecualinya.

c. Menunit ketentuan Pusal I ayat (3) "Negara Indonesia adalah megara
hukum", dan Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945 manyatakan, "Sadap orang
bermak atas pengakuan, jamiman, perlindungan, dan kepastian hukum
yangadilsertaperlakuanyangsamadihadapanhukum".

d. Keberadaan norma dalam pusalUndang-Undangyang diuji dalam
permohonan ini merugikan pemohon atau setidak-tidaknya beTPOtensi
merugikan Pemohon, karena akan meinbuat ketidak pastian hukum bagi
Pemohon, karena adanya pasalyang diujidalam UU N0 11tahun 2006 yang
mengatur penyelesaian sengketa Pilkada ke Mahkamah Agung, dan di UU No
10 tahun 2016 dalam pasa1 157 juga mengatur tentang kewenangan
penyelesaian sengketa pilkada di salesatkan ke Mahkamah Kosntitusi
sebelum terbentukan Badan Peradilan 1</1usus untuk penyelesaian sengketa
Pilkada. Pengaturan d11a Normayang samatetapiberbeda jalur penyelesaian
mitelah menciptakan ketidak pastian hukiim, apalagi norma keudanya ada
dalam Undang-undangyang secara hirarkisederajat hukumnya. Haliniakan
sangat meinbuat Pemohon kebingiingan itka pada pilkada mendatang
Pemohon akan mencalonkan dirt kernbali menjadi Kepala Daerah di Aceh
BamtDaya.

e. 01eh karena iru inahkamah apabila mengabulkan permohonan a quo inaka
hak konstitusional Pemohon untilk mengajukan Permohonan Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepalda Daerah pada masa mendatang aka nada kepastian
hukum.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon terdapat
Rerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya Pasa1 74 ayat (2), (4).
(5) dan (6) Undang-Undang Nomor LITahun 2006 Tentang PemerintahanAceh
yangmembuat Pemohon pada situasiketidakpastian hukum daiam mengajukan
permohonan sengketa Perselisihan HasilPemilihan Urnum diAceh.
Dengan demikian, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum Oegal
standing) untokmengajukan permohonan a quo;

1/1. ALASANPERMOHONAN coosita}:
Pemohon akan mengajukan permohonan pengujian materjilterhadap Undang-
Undang Nomor 1.1 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khusunya pasa1 74
yangberbunyi:

(1)Pej^:ta pelt;^ihan, .fluber^un:^,aldl Gub. emur, bupati/wakil bu ati ataukeberatan techa^ap hasil
pemilihan yang ditetapkan o1eh kip.

(2)Keberatan sebagaimana chinaksud pada ayat (1) hanya dapat dialukan o1eh
pasangan calon kepada Manicamah Agung daiam wakin paling lambat. 3
{tiga} halt keria setelahhasilpemilihan ditetapkan.

(3)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap
perhitungan suarayangmempenganihiterpilihnyapasangan calon.

(4) Malll^mall Agung -memums sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana
chinalrsudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 tempat
belas} han seiakditerimanyapermohonankeberatan.

''):^,,,,, bagajj^'^!:^^in::^!{^;:^^^:;!', t^^f'^';;^d;^rig"ta hasil pen, hj, ,,,,,,

hasil
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a. KIP;
b. pasangancalon;
c. DPRA/DPRK;
d. Gubemur/bupati/wahkota; dan

gabun an artai ponti 10ka, atau gabungan parei pornk dengan partai

16} Putusan Mahkainah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) hersit^It final dan mengikat.

Dengan berlakunya ketentuan pasalo quo telah menghambathakkonstitiisional
Pemohon untok mendapatkan kepastian hukum sebagaimana di atur dalam
pasal I ayat (3) dah Pasa1 280 UU 1945, pada masa mendatang sehingga hak
konstitusional Pemohon sebagai warga Negara telah di rugikan dengan
berlakunyapasalo quo;

NORMA-NORMAYANGDIAIUKANUNTUKDIUjl.
5. Norma Materiil

Sebanyak I (satin norma, yaitu:
pasa174yangberbunyi:

('^^i;^;^,,^:;^;I*^!,,^^,!::,^:^,^:;I^^^^,,,:;^^I;:,^f, ^;^:,^^^;^^!,,^:^;;' i:^Ipemilihan yang diretapkan aleh KIP.

(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (,.) hanya dapat diajukan o1eh
pusangan calon kepada Mallkamali Agung daiam wakin paling lambat 3
(tiga) han keria setelahhasil pemilihan ditetapkan.

(3)Kebeiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I. j hanya terhadap hasil
perhitungansuarayangmempengaruhiterpilihnyapasangan calon.

(4) Mahkar, lab Agung meinutus sengketa hasilpenghitungan suara sebagaimana
chinaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 tempat
belasj halt seiakditerimanya peruiohonan keberata. n.

(5)Mahkamali Agung menyampaikan puttisan sengketa
suarasebagaimanadimaksudpadaayat{4) kepada:
a. lop;
b. pasangan calon;
c. DPRA/DPRK;
d. Gubemur/bupati/walikota; dan
e.

(6) Puttisan Mallkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) bersifatfinal dan mengikat.

6. NormaUndang-UndangDasarTahun1.945 SebagaiAlatUji
I. Pasallayat(31 Negara Indonesia adalah negara hukum".
2. Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak ams

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl
sertaperlakuanyangsama in hadapanhukum".

gabun an arcai politi 10ka, atau gabungan partai po ink dengan partai

hasil penghitungan
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7. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan pasal a quo bertentangan dengan
UUD 1945, karena:

a. Pemohon adalah Calon Pasangan Calon Bupati/Wakil BupatiAceh BaratDaya
yangtelah ditetapkan o1eh KIP Aceh Barat Daya dengan Keputusan Nomor ;
571Kpts/KIP-Kab-001,434543/Tahun 2016, dan telah mendapatkan Nomor
urut 4 dengan Keputusan Komisilndependen Pemilihan (KIPj Kabupaten
Aceh BaratDaya Nomor: 581Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tabun 2016.

b. Bahwa Komisilndependent Pemilihan IKIP) Aceh Barat Daya selaku
penyelenggara negara telah diadukan pada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu coKPP) herdasarkan Surat Pengaduan No. 1821V-PIL-
DKPP/201.6 tanggali. 7 Oktober 2016 yang diregistrasi dengan perkara
Nomor 210KPP-PKE-V1/2017 atas dugaan pelanggaran kode atik karena
dianggap tidak cermat, tidak profesional dan tidak taat pada peraturan
perundang undangan karena telah meIuluskan dan menetapkan penggugat
sebagai calon Bupati dan Wakil bupati Aceh Barat Daya berdasarkan salah
sat, I surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia IPKP
Indonesiaj yang dianggap tidak sah karena ditandatangani o1eh
kepengurusan yang tidak terdaftar di Kernenkumham Rl, sehingga Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat DayaselakuTeradu telah
changgap melanggar ketent!Ian Pasa140A Ayat (1) dan (2), Pasa142 Ayat (4)
dan (6) Undan^undangNomorlOTahun 2006;

c. Bahwa terhadap aduan tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Urnum (DKPP) berdasarkan Puttisan Nomor ^ 210KPP-PKE-
V!/201.7 meinutuskan :
I. Mengabulkan Pengaduan Fengaduuntukseluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa penngatan keras dan pemberhentian

sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu U atas nama S.
Masykur, Teradu 111 atas nama Hasbi dan Teradu IV Muhammad Zikri
selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung seiak
dibacakannya puttisan ini sampai Keputusan mengenai keabsahan
dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)
terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakin Bupati Aceh Barat Daya atas
nama H. Said Syamsul Bahn dan H. M. NafisA. Mariafdikoreksi;

3. Memerintahkan kepada Komisi Feinnihan Urnum Republik Indonesia
untuk mengambilalih tugas dan wewenang Para Teradu seiaku Kerna
dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, daring"^I:^!s^I
Surat KeputLisan KIP Kabupaten Aceh Barat DayaNomor 571Kpts/KIP
1<AB-00.1434543/Tahun 201.6 tangga1 240kLober2016sepanjang
mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon
BupatidanWakilBupatiAceh Barat Daya atas nama H. Said SyamsulBahri
dan H. M. Nafis A. Mariaf sesuai dengan ketentuan Peratiiran Perundang-
undangan;

4. Memerintahkan Komisi Feinilihan Urnum Republik Indonesia untok
meIalcsanakan puttisan inipaling lama 7 Itujuh} han sejak dibacakan;

5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
untilkmengawasipelaksanaanputusan inI.

d. Bahwa pada tangga1 20 Ianuari 201.7 Komisi Pemilihan Urnum Republik
Indonesia telah menerbitlcan Surat Nomor 681KPU/1120/7 perthal
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pengambil anhan pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
kepada KIP Aceh dan kernudian meritndak Ianjuti Surat KPU Nomor
681KPU/1120T7 pada tangga1 2t Iani!art 201.7 Komisi Independen
Pemnihan CKIP) Aceh (Tergugat) meIakukan rapat PIeno dan hasilrapatnya
dimangkan didalam benta acara Nomor : 161BA-KIP Aceh/1120/7 dengan
kesimpulan :
I. KIP Aceh akan mengambil anh pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh

barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai
dengan dipulihkannyakeanggotaan KIP KabupatenAceh Barat Daya;

2. MeIakukann 159r^!s^! atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor urut 4 tempat) atas nama H.
Said Syamsul Bahn dan H. M Nafis A Mariaf sebagaimana dimaksud
daiam Puttisan DKPP Nomor2/DKPP-PKE-V1/2017;

3. Mengumumkan Kepada Publik Tentang Perubahan penetapanpasangan
calon dalam Pemilihan Kepala Daerah diKabupatenAceh baratDaya.

e. Bahwa setelah Tergugat mengambil ajih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten
Aceh barat Daya, pada tangga1 21. Ianuari 20, .7, Kernudian Tergugat
malakukan Is^,:^^ atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 571Kpts/KIP-Kab-001,434543/Tabun
201.6 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Aceh Barat Daya tabun 2017, dengan mengeluarkan
Keputusan Komisilndependen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor8/Kpts/KIP
Aceh/Tahun20, .7tentang Koreksi atas Keputusan Komisilndependen

Kanupaten Aceh Barat Daya Nomor 571Kpts/KIP-KabPemilihan

01,434543/ Tahun 201.6 tentangpenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati danWa}d! Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan mencoret
penggugat dan calon Peserta Feinilihan Bupati Dan Wakil BupatiAceh
BaratDaya;

f. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 21 Ianuari 2017, Tergiigat juga
meIakukan jigi:^Is^j atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor ^ 581Kpts/KIP-Kab-001,434543/Tahun
201.6 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 201.7, dengan
mengeluarkan Keputusan Komisilndependen Pemilihan (KIP) Aceh
Nomor9/Kpts/KIP Aceh/Tahun201.7tentang Koreksi atas Keputiisan
Komisilndependen Feinilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor
581Kpts/KIP-Kab 001,434543/ Tahun 2016 tentang Panetapan Nomor Urut
Dan Daitar Pasangan Calon Feinilihan Bupati danWakil Bunpati Aceh
BaratDayaTahun20, .7, danmengeluarkanPengadu danNomor Urut4
tempat).

g. BahwatindakanKIPAceh an menc retd
dafur

^U^^^. undang-undangkarena:
UU N0 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU NO Itahun 2015 tentang
Penetapan Permu NO Itahun 2014 tentsng Pemilihan Gubemur, Bupati dan
WalikotamenjadiUndang-undang, menyebutkan dalam :

asan a calon Bu ati dan Waki Bu atiA eh Barat Da a tid k

e eluarkan Pen adudan
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Pasa1 42 ayat (5) Pandaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
serta pasangan Calon Wallkota dan Calon Wakil Walikota o1eh Partsi Pontik
ditandatangani Dieh kerna Partsi Pontik dan sekretaris Farmi Polltik tingkat
Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Pontik tingkat Pusat
tentang Persetujuan atas calon yang dinsulkan o1eh Pengurus Partai Pontik
tingkat Provinsi.
Pasa1 42 ayat (6) Pendaftaran pusangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubemur, pasangan Calon Bupati dan Calon~Wakil Bupati, serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota o1eh gabungan Partai Pontik ditandatangani
o1eh para kerna Partsi Pontik dan para sekretaris Partai Pontik di tingkat
Provinsi atau para kenia Partai Pontik dan para sekretaris Paini Politik di
tingkat Kabupaten/Koto disertai Surat Keputusan musing-musing Fengiinis
Farmi Pontik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan
o1eh Pengurus Partai Pontik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik
tingkat Kabupaten/Koto.
Daiam pasal I angka 5 Peraturan Pemerintan Fenganti Undang-undang yang
telah di rubah dengan Perubahan kedua menjadi UU N0 10 tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, din sebutkan bahwa 'Portoi Pontik
odoloh orgonisosiyong hers^ot nosionol don dibentuk o1eh sekelompok warigo
negoro Indonesio secoro sukorela atOS dosor kesomoon kehendok don cito-cito
untilk meinpely'uongkon don meinbelo kepentingon ponti^ origgoto, inosy, orokot;
bongso dan negoro, serto memelihoro keutuhon Negoro Kesoti, on Republik
Indonesia berdosorkon Pancosilo don Undong-Undong DOSor Negoro Republik
Indonesia Tohun 1945. ".

Dalam data base Partai Politik Kernenterian Hukum dan HAM, untok
Kepengunisan Partai Pontik Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia yang tercatat datam SK Kernenterin Hukum dan HAM
Nomor: M. HH-19. AH, 11.01 tahun 2005 (termmpir sebagai alat bukti), Isran
Noor ( Kerna Urnum), Semuel Samson Isekretaris lendralj, Taku
Daeng Parawansa ONakil Sekretaris lendralj, yang kesemuanya
adalah Pengurus Partai Pontik yang meinpunyai kewenangan dalam
mengtirus oprasional keseharian Partai KeadMan dan Persatuan Indonesia,
dan surat persetujuan dan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untok
pengadu sebagai Calon Bupati/\Makil Bupati Aceh Barat Daya telah sesuai
dengan pasa142 ayat(5) dan (6) UU N0 10 tahun 2016.
Pasa1 ^54 ayat 11.21 KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib
menindal^anjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Us aha Negara atau putusan
MahkamahAgung Republik Indonesia mengenaikeputusan tentang pelletapan
pasangan calon peserra Feinilihan sepanjang tidak meIewati tabapan
paling lambat30 ItigapuluhjHarisebelumharipemungutansuara.
Pencoretan Pengadu dan daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan
o1eh Teradu pada tangga1 21 Ianuari, beTiarak 24 han dan han pemtingutan
suara pada tangga1 15 Februari 2017 malanggar pasa1 154 ayat (12) UU N0 10
tahun 201.6

h. Bahwa akibat dart tindakan KIP Aceh yang telah mencoret Pemohon dan
Daftar Pasangan Calon Bupati/\Makil Bupati Aceh Barat Daya meinbuat
Pemohon tidakmendapatkan suara dalam Pitkada diAceh BaratDaya.

i. Bahwa Tangga1 23 Februari 201.7 KIP Aceh Barat Daya menetapkan Perolehan
Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati herdasarkan Keputiisan KIP
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 021Kpts/KIP-Kab-001,434543/tallun 2017
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan
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Bupati dan Wakil Bupati Aceh Baret Daya tallun 20L7, yang di daiamnya tidak
mencantumkanperolehan suara Pemohon.

j. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara tersebut, Pemohon padatanggal
28 Februari 201.7 mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa
Perselisihan Perolehan HasilPilkada ke Mahkamah Agting berdasarkan pasal
74 UU N0 1.1tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan pada tangga1 13
maret 201.7, Mahkamah Agung menolak Permohonan Pemohon yang dalam
puttisan N0 011SHP. KIP/2017 dengan pertimbangan hukum bahwa objek
permohonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang di ajukan o1eh
pemohon menipakan kewenangan Absolut dan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud daiam ketentuan pasa11.57 UU N 0 10 tahun 2016
tentang Perubahan Kedua UU NO I Tabun 201.5 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-undang NO I tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, BupatidanWalikota.

k. Bahwa akibat puttisan ini Pemohon menjadibinggung dalam ketidak pastian
hukum, karena dalam pasal yang di uji sangat jelas di sebutkan bahwa
Pengajuan Sengketa Pilkada di Aceh di selesaikan o1eh Mahkamah Agung,
namun setelah di ajukan ke Mahkamah Agiing ternyata Mahkamah Agiing
menyatakan bahwatidakmenjadikewenangannya. 01eh karena iru, Pemohon
telah dimgikan akan pasalyang diujikarenatelah meinbuat Pemohon dalam
ketiadakpastian untukmencarikeadilan dalam sengketa Pilkada.

8. Bahwa herdasarkan uraian tersebut di atas, inaka jelas keberadaan Pasa1 74
ayat (2), (4). (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 1.1 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD t945, Pasal I ayat (3) dan
280 ayat (1), sehingga dengan demikian Retentuan Pasa1 74 ayat (2), (4). {51
dan (6) UU N0 1.1 Tahun 2006 "tidok meinpunyaikekuoton hukum mengikot"
ate, u setidak tidaknya berlaku hersyarat dengan dimakriai " Mahkamah
Agung" sebagai " Mahkamah Konstitusi sampai terbentuki, mya Badan
Peradilan Kmusus".

IV. PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusiuntukmenjatuhkanputusan sebagaiberikut;
11 Mengabulakanpermohonan Pemohonanuntukseluruhnya;
21 Pasa1 74 ayat {21, (4). (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006

tentang Feinerintahan Aceh {Lentbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633) bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

31 Pasa1 74 ayat (2) (4). (5) dan (6) Undang-Undang Nomor Ll tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633) tidakmempunyaikekuatanhukum mengikat.

4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Benta Negara Republik
Indonesiasebagaimanamestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang seadil-
adjlnya {exoquo etbonoj,
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Daftaralatbukti

I

2

UUD 1945

UU N0 11TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN

ACEH

3 UU N0 10 TAHUN 201.6 TENTANG PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATIDANWALIKOTA

4 PUTUSAN MAHl<AMAH

011SHP. KIP/2017

P. I

AGUNG

P. 2

P. 3

NO P. 4
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